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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBULA VAAN
RUEPUBLIN INDONISIA

NOMOR 0313/0/590%

TENTANG

PENIRUKAAN DAN PENEGERYAN SEK(OS AT
TATIN PEUATARAN 1004/1005
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bahwa setvl sensniace peizisanaan wapib belajar pendidikan dasar 9
tahun dan menmghkatkan daya tampung bagr lulusan Sckolah T.anjutan
Tingkat Pertama (§51TP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan
peneperian sckolah tahnun pelajaran 1994/1995
! Undang-undang Nomor 2 Tahun 198Q;
2 Pcraturan Pemerintah
a Nomor 27 Tahun 1990;
h Nomor 28 Tahun 1990,
C Nomor 29 Tahun 1990:
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia
a Nomor 44 Tahun 1974,
h Nomor 15 Tahun 1984 schagasima it heberapa kati
dinhah  tcrakhir  denpan Kepowsan Presiden Republik
Indoncsia Nomor 61 Tafiia 1495
¢ Nomor 96/M Tahun 1992;
a Nomor 16 Tahun 1994 s~bapgaimar 1h diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indor Nomior 24 Tahnn
1995;
i Keputuean Menteri Pendidikan dan Kebud
3| Nomor 02096/0/1978;
b Nomor 0370/0/1978;
C. Nomor 0371/0/1978.
. Nemor 090/0/1979,
c. Nomor 0222b/0/198&0,
f. Nomor 087/0/1983,
g. Nomor 0172/0/1983,
h Nomor 0173/0/1683;
i Nomor 0262/0/1984,
[ Nomor 0248/U/1985,




Mecmperhatikan

Menctapkan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor B-1273/1/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TX), Sckolah Mcenengah Pertama (SMP),
Sckolah Menengah Umum (SMA), dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri serta menegetikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran
1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sehagaimana tercantum dalam
Lampiran | Kgpxmjmn ini

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing- masing adalah
schagaimana ditctapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

a. Nomor 0296/0/1978,
b. Nomor 0370/0/1978,
C. Nomeoer G371/0/1678,;
d. Nomor 090/0/1979.
(2) Struktur organisasi TK dan sckolah scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, masing-masing scbagaimana tercantum dalam Lampiran [
Keputusan 1ni

Pasal 3
Mecnugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian

sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | yang berada di wilayahnya
masing-masing

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi
dibcbankan pada mata anggaran yang scsuai sebagaimana tercantum dalam

kolom 7 Lampiran [ Keputusan ini.

o)
“



SMA Negeri |
d SMIK Neger hu
SMKK -
f SMT Pertar Neocerd
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Keputusan int mui; riaku pada tanggal dit
Vitctapkan di Jakarta
1 ‘» I) “l“' l Ajr‘ ) K

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
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13,
14

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nepara;

Menteri Dalam Neger,

Dircktur Jenderal Anggaran Departernen Keuangan;
Kepala Badan Administrasi Kenegawaian Ncaara,

Kepala Badan Pemeriksa Kcuangan;

Gubernnr Kepala Dacrah Tingkat T,

Sckretaris Jenderal, Dircktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala BDadan
Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan  Kcbudayaan d
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sckretaris Dircktarat fenderal, Selaetaris Enspekiorss fena 0 dan Sekretarns

alam lingkungan

Badan Penelitian dan Pengembanecan Pendidikan dan udayaan  dalam
lingkungan Departemen Pendidikan <ar Kebudayaan,

Kepala Biro, Dircktur, Kepala Pusat dan Dircktur Utama DPerum Balai Pustaka
dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;,

Kantor Perbendaharaan dan Kas Ncgara sctempat,

Komisi 1X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoncsia

Sekolah yang bersangkatan untuk dipergunakan scperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
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